MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 207 /PMK.07/2020
TENTANG
TATA CARA PENUNDAAN PENYALURAN
DANA TRANSFER UMUM ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN
PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGALOKASIKAN
BELANJA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran
Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah

Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENUNDAAN PENYALURAN DANA TRANSFER UMUM ATAS
PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK
MENGALOKASIKAN BELANJA WAJIB.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah
pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer
Umum yang diterima kabupaten/kota dalam APBD
kabupaten/kota.
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Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja Wajib adalah belanja yang wajib dialokasikan oleh
Daerah untuk mendanai urusan pemerintahan Daerah
yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan  aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Dana Transfer Umum yang selanjutnya disingkat DTU
adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan
Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi
Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah
dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah
berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan
negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antarDaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi.

Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU adalah belanja
daerah yang bersumber dari DTU yang ditetapkan sesuai
arah kebijakan penggunaan DTU dalam Undang-Undang
mengenai APBN tahun anggaran berkenaan.

Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau
bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah

kota.
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12. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara,
yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada
satuan kerja dari masing-masing Pembantu Pengguna
Anggaran BUN baik di kantor pusat maupun kantor
Daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga
nonkementerian yang memperoleh penugasan dari
Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan
tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari
BA BUN.

'13. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

14. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya
disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang
dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dan Desa dalam
rangka mendanai pelaksanaan wurusan yang telah
diserahkan kepada Daerah dan Desa.

15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan Belanja Wajib
dalam APBD dan/atau perubahan APBD paling sedikit
sebesar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

(2) Belanja Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. belanja pendidikan;
b. belanja kesehatan;
c. Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU; dan
d. ADD.
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Pasal 3

(1) Belanja pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 2
ayat (2) huruf a paling sedikit 20% (dua puluh persen)
dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD
dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

(2) Belanja kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf b paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari
total Belanja Daerah tidak termasuk belanja gaji yang
dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD
tahun anggaran berkenaan atau persentase tertentu yang
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Belanja gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
gaji pokok dan tunjangan yang melekat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c ditetapkan
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atau
persentase yang ditetapkan dalam Undang-Undang
mengenai APBN tahun anggaran berkenaan.

(5) DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar DTU
yang dianggarkan dalam APBN atau perubahan APBN
tahun anggaran berkenaan.

(6) DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikurangi
dengan:

a. DBH Cukai Hasil Tembakau;

b. DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
dan

c. ADD.

(7) Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berupa belanja yang langsung
untuk mendukug program pemulihan ekonomi daerah
yang terkait dengan pembangunan infrastruktur untuk
percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan
publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan
kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan

mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik
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antarDaerah termasuk pembangunan sumber daya
manusia dukungan pendidikan.

(8) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU
yang dialokasikan kepada  Pemerintah  Daerah
kabupaten/kota yang memiliki desa atau persentase
tertentu yang di tetapkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(9) Ketentuan mengenai tata cara penundaan dan/atau
pemotongan DTU terhadap Daerah yang tidak memenuhi
ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

BAB 11
PEMENUHAN BELANJA PENDIDIKAN, BELANJA
KESEHATAN, DAN BELANJA WAJIB YANG
BERSUMBER DARI DTU

Bagian Kesatu
Evaluasi dan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Pemenuhan
Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan Belanja Wajib

yang Bersumber dari DTU dalam APBD

Paragraf 1
Evaluasi Pemenuhan Belanja Pendidikan, Belanja
Kesehatan, dan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU
dalam APBD

Pasal 4
(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q
Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi melakukan
evaluasi atas pemenuhan belanja pendidikan, belanja
kesehatan, dan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam APBD
tahun anggaran berkenaan paling lambat tanggal 21

Maret.

1
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Dalam hal tanggal 21 Maret bertepatan dengan hari libur
nasional atau hari yang diliburkan, batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari kerja
berikutnya.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan cara menghitung besaran belanja
pendidikan, belanja kesehatan, dan Belanja Wajib yang
Bersumber dari DTU yang dianggarkan dalam APBD
tahun anggaran berkenaan dibandingkan dengan
besaran belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi
kesehatan, dan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU
yang seharusnya dianggarkan dalam APBD tahun
anggaran berkenaan.

Penghitungan alokasi belanja sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan terhadap Belanja Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Selain berdasarkan APBD tahun anggaran berkenaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), evaluasi atas
pemenuhan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU
dilaksanakan berdasarkan laporan Belanja Wajib yang
Bersumber dari DTU.

Laporan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh
Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri
Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan
Daerah paling lambat tanggal 14 Januari tahun
anggaran berkenaan.

Dalam hal tanggal 14 Januari bertepatan dengan hari
libur atau hari yang diliburkan, batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada kerja
berikutnya.

Laporan Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai

dengan format tercantum dalam Lampiran yang
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 5

Alokasi belanja pendidikan sebagaimana dimaksud pada

pasal 2 ayat (2) huruf a berupa belanja yang

dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keluaran
untuk menunjang fungsi pendidikan yang dianggarkan
pada APBD tahun anggaran berkenaan.

Alokasi belanja pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. belanja pada organisasi Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan pendidikan; dan

b. belanja di luar organisasi Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan pendidikan yang
menghasilkan keluaran menunjang pendidikan.

Pemerintah Daerah wajib mengidentifikasi belanja dalam

APBD tahun anggaran berkenaan yang masuk ke fungsi

pendidikan pada urusan program di bidang pendidikan,

baik pada organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai
tugas dan fungsi utama di bidang pendidikan maupun
organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q.

Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi dapat

melakukan pemetaan mandiri dari belanja di luar

Urusan Program di bidang pendidikan untuk

menghitung besaran belanja pada fungsi pendidikan,

yaitu berupa:

a. belanja terkait Bantuan Operasional Sekolah,
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini, dan Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;

b. belanja pengadaan lahan dan bangunan sarana dan
prasarana untuk pendidikan, perpustakaan, dan
olah raga;

c. belanja hibah pendidikan, kepemudaan, dan olah

raga;
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d. belanja bantuan keuangan pendidikan, kepemudaan,
dan olah raga;

e. belanja bantuan sosial pendidikan, kepemudaan, dan
olah raga;

f. insentif dan honorarium pendidik dan tenaga
pendidik; dan

g. belanja pendidikan agama.

Pasal 6
Alokasi belanja kesehatan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2 ayat (2) huruf b berupa belanja yang
dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keluaran
untuk menunjang fungsi kesehatan yang dianggarkan
pada APBD tahun anggaran berkenaan.
Alokasi anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. belanja pada organisasi Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan kesehatan; dan
b. belanja di luar organisasi Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan kesehatan yang menghasilkan
keluaran menunjang kesehatan.
Pemerintah Daerah wajib mengidentifikasi belanja dalam
APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran
berkenaan yang masuk ke fungsi kesehatan pada urusan
program di bidang kesehatan, baik pada organisasi
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi
utama di bidang kesehatan maupun organisasi
Perangkat Daerah lainnya.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan c.q.
Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi dapat
melakukan pemetaan mandiri dari belanja di luar urusan
program di bidang kesehatan untuk menghitung besaran
belanja pada fungsi kesehatan, yaitu berupa:
a. belanja pengadaan lahan dan bangunan sarana dan
prasarana kesehatan,;
b. bantuan operasional kesehatan dan bantuan

operasional keluarga berencana,;
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c. hibah bidang kesehatan, pengendalian penduduk,
dan keluarga berencana;

d. bantuan keuangan bidang kesehatan, pengendalian
penduduk, dan keluarga berencana,

e. bantuan sosial bidang kesehatan, pengendalian
penduduk, dan keluarga berencana; dan

f. iuran premi program jaminan kesehatan nasional.

Pasal 7

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, besaran belanja pendidikan, belanja kesehatan,

dan/atau Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU tidak

terpenuhi, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

c.q. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi

menyampaikan surat konfirmasi kepada Pemerintah

Daerah paling lambat hari kerja terakhir bulan Maret.

Surat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

a. besaran belanja pendidikan, belanja kesehatan,
dan/atau Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU;
dan

b. selisih kurang belanja pendidikan, belanja kesehatan,
dan/atau Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU,

yang seharusnya dianggarkan dalam APBD.

Berdasarkan surat konfirmasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1):

a. Pemerintah Daerah menyampaikan surat tanggapan
kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
c.q. Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi dalam
hal Pemerintah Daerah tidak .sependapat dengan
selisih  kurang Dbelanja pendidikan, belanja
kesehatan, dan/atau Belanja Wajib yang Bersumber

dari DTU; atau

b. Pemerintah Daerah tidak menyampaikan surat

tanggapan, dalam hal Pemerintah Daerah sependapat

dengan selisih kurang belanja pendidikan, belanja
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kesehatan, dan/atau Belanja Wajib yang Bersumber

dari DTU,
yang seharusnya dianggarkan dalam APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b.
Surat tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dilengkapi dengan data/informasi bukti
pendukung penghitungan besaran belanja pendidikan,
belanja kesehatan, dan/atau Belanja Wajib yang
Bersumber dari DTU.
Penyampaian surat tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a dalam bentuk file Portable Document
Format (PDF) melalui surat elektronik (electronic mail)
resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang
diterima paling lambat tanggal 21 April.
Dalam hal tanggal 21 April bertepatan dengan hari libur
atau hari yang diliburkan, batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) pada hari kerja berikutnya.
Berdasarkan surat tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a, Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan c.q. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi
melakukan evaluasi kembali atas belanja pendidikan,
belanja kesehatan, dan/atau Belanja Wajib yang
Bersumber dari DTU.

Paragraf 2

Rekomendasi atas Hasil Evaluasi

Pasal 8
Berdasarkan hasil evaluasi atau evaluasi kembali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau
ayat (7), Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi
menyampaikan  usulan  permintaan = penundaan
penyaluran DTU kepada Direktur Dana Transfer Umum
paling lambat hari kerja terakhir bulan April setelah
berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan

kementerian teknis terkait.
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Usulan permintaan penundaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. nama Daerah;

b. besaran belanja pendidikan, belanja kesehatan,
dan/atau Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU
yang dianggarkan dan yang seharusnya dianggarkan
dalam APBD; dan

c. selistih kurang belanja pendidikan, belanja
kesehatan, dan/atau Belanja Wajib yang Bersumber
dari DTU yang seharusnya dianggarkan dalam APBD.

Berdasarkan usulan permintaan penundaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Dana

Transfer Umum memberikan persetujuan atau

penolakan penundaan penyaluran DTU kepada Direktur

Evaluasi dan Sistem Informasi paling lambat tanggal 7

Mei.

Dalam hal tanggal 7 Mei bertepatan dengan hari libur

atau hari yang diliburkan, batas waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) pada hari kerja berikutnya.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling

sedikit memuat:

a. besaran dan periode penundaan penyaluran DTU;
dan

b. jenis DTU yang dilakukan penundaan penyaluran.

Besaran penundaan penyaluran DTU sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf a paling banyak sebesar

total selisih kurang belanja pendidikan, belanja
kesehatan, dan/atau Belanja Wajib yang Bersumber dari

DTU yang seharusnya dianggarkan dalam APBD atau

paling sedikit 5% (lima persen) dari total selisih kurang

belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan/atau

Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU yang

seharusnya dianggarkan dalam APBD.

Periode penundaan penyaluran DTU sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan dengan

ketentuan:
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a. untuk penyaluran DAU setiap bulan dilaksanakan
mulai bulan Juni paling sedikit sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari DTU yang ditunda;

b. untuk penyaluran DAU bulan Juni dan/atau DBH
triwulan III dilaksanakan secara sekaligus sebesar
DTU yang ditunda; atau

c. untuk penyaluran DBH triwulan III dan triwulan IV
dilaksanakan masing-masing sebesar 50% (lima
puluh persen) dari DTU yang ditunda.

Pemberian persetujuan atau penolakan penundaan

penyaluran DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dengan mempertimbangkan penundaan penyaluran DTU

lainnya, pagu alokasi, besaran penyaluran periode
bersangkutan, kurang bayar DBH dan/atau lebih bayar

DBH, ruang fiskal, serta kondisi tertentu pada Daerah

bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

antara lain berupa bencana alam, bencana nonalam,

kejadian luar biasa, kerusuhan sosial yang berdampak

besar, dan/atau pemilihan umum.

Paragraf 3

Penundaan Penyaluran DTU

Pasal 9
Berdasarkan persetujuan penundaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan c.q. Direktorat Evaluasi dan
Sistem Informasi menyusun Keputusan Menteri
Keuangan mengenai penundaan penyaluran DTU atas
pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk
mengalokasikan belanja pendidikan, belanja kesehatan,
dan/atau Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU, yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan atas nama Menteri Keuangan paling lambat

tanggal 14 Mei.
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Dalam hal tanggal 14 Mei bertepatan dengan hari libur

nasional atau hari yang diliburkan, batas waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari kerja
berikutnya.

Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. nama Daerah;

b. jenis dan jumlah DTU yang ditunda; dan

c. besaran penundaan setiap periode penyaluran DTU.

Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada KPA BUN Pengelolaan

Dana Transfer Umum, KPA BUN Penyaluran TKDD, dan

Kepala Daerah bersangkutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), KPA BUN Pengelolaan DTU

menyusun  dan/atau  memberikan  rekomendasi
penundaan penyaluran DTU kepada KPA BUN

Penyaluran TKDD.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah:

a. menganggarkan selisih kurang belanja pendidikan,
belanja kesehatan, dan/atau Belanja Wajib yang
Bersumber dari DTU dalam perubahan APBD tahun
anggaran berjalan; dan

b. menyusun perubahan laporan Belanja Wajib yang
Bersumber dari DTU berdasarkan perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada huruf a bagi
Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi Belanja
Wajib yang Bersumber dari DTU dalam APBD tahun
anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2).

Perubahan APBD dan perubahan laporan Belanja Wajib

yang Bersumber dari DTU sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) huruf a dan huruf b disampaikan oleh

Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangan c.q.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat

hari kerja terakhir minggu ketiga bulan September.
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Bagian Kedua
Evaluasi dan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Pemenuhan
Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan Belanja Wajib

yang Bersumber dari DTU dalam Perubahan APBD

Paragraf 1
Evaluasi dalam Perubahan APBD

Pasal 10

(1) Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi atas nama
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan
evaluasi atas pemenuhan belanja pendidikan, belanja
kesehatan, dan/atau Belanja Wajib yang Bersumber dari
DTU dalam perubahan APBD tahun anggaran berjalan
paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
perubahan APBD dan perubahan laporan Belanja Wajib
yang Bersumber dari DTU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (6) huruf a dan huruf b diterima.

(2) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sampai dengan ayat (5)
berlaku secara mutatis mutandis terhadap evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:

a. nama Daerah;

b. besaran belanja pendidikan, belanja kesehatan,
dan/atau Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU
yang dianggarkan dan yang seharusnya dianggarkan
dalam perubahan APBD; dan

c. jumlah selisih kurang belanja pendidikan, belanja
kesehatan, dan/atau Belanja Wajib yang Bersumber
dari DTU yang seharusnya dianggarkan dalam
perubahan APBD.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), besaran belanja pendidikan, belanja kesehatan,
dan/atau Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU dalam
perubahan APBD telah terpenuhi, Direktur Evaluasi dan
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Sistem Informasi menyampaikan usulan permintaan
penyaluran kembali DTU yang ditunda kepada KPA BUN
Pengelolaan DTU paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung
sejak evaluasi selesai dilaksanakan.

Usulan  permintaan  penyaluran  kembali DTU
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit
memuat:

a. nama Daerah; dan

b. jumlah penyaluran kembali DTU yang ditunda.

Paragraf 2
Penyaluran Kembali DTU yang Ditunda

Pasal 11

Berdasarkan usulan permintaan penyaluran kembali
DTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4),
KPA BUN Pengelolaan DTU menyampaikan rekomendasi
penyaluran kembali DTU kepada KPA BUN Penyaluran
TKDD.

Berdasarkan  rekomendasi  penyaluran kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN
Penyaluran TKDD melaksanakan penyaluran kembali
DTU yang ditunda.

Penyaluran kembali DTU yang ditunda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara sekaligus
sebesar DTU yang ditunda pada periode sesuai yang

tercantum pada rekomendasi penyaluran kembali.

Pasal 12

Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan

Desember:

a. Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak
menganggarkan selisih kurang belanja pendidikan,
belanja kesehatan, dan/atau Belanja Wajib yang
Bersumber dari DTU dalam perubahan APBD tahun
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anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (3) huruf b; atau

b. Pemerintah Daerah tidak menyampaikan perubahan
APBD dan perubahan laporan Belanja Wajib yang
Bersumber dari DTU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf b,

DTU yang ditunda dilaksanakan penyaluran kembali.

(2) Penyaluran kembali DTU yang ditunda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sekaligus
sebesar DTU yang ditunda paling lambat 2 (dua) hari

kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 84 /PMK.07/2009 tentang Alokasi

Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2021.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1560

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Plt. Kepala Bag1a}wi},/c[mm\1stra§1 Kementerian
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 207/PMK.07/2020

TENTANG

TATA CARA PENUNDAAN PENYALURAN DANA TRANSFER
UMUM ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH
DAERAH UNTUK MENGALOKASIKAN BELANJA WAJIB

FORMAT LAPORAN BELANJA WAJIB YANG BERSUMBER DARI DTU YANG
DITETAPKAN SESUAI ARAH KEBIJAKAN PENGGUNAAN DTU
DALAM UNDANG-UNDANG MENGENAI APBN

KOP DAERAH

LAPORAN BELANJA WAJIB YANG BERSUMBER DARI DTU YANG DITETAPKAN
SESUAI ARAH KEBIJAKAN PENGGUNAAN DTU
DALAM UNDANG-UNDANG MENGENAI APBN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...... (1)
TAHUN ANGGARAN......

Penerimaan dari dana Transfer
I. Umum
a. DAU . Rp (2)
b. DBH : Rp (3)
Jumlah
Penerimaan : Rp (4)
II. Pengurang
a. DBH earmarked : Rp (5)
b. ADD : Rp (6)
Jumlah
Pengurang : Rp (7)
[II. Jumlah Dana
Transfer Umum yang
Diperhitungkan : Rp (8)

No. | J

I BELANJA MODAL (15)

1 Tanah m2 Rp Rp Rp
2 Gedung dan bangunan unit Rp Rp Rp
3 Jalan/ jembatan km Rp Rp Rp
4 Fasilitas pendidikan unit Rp Rp Rp
5 Fasilitas kesehatan unit Rp Rp Rp
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Fasilitas irigasi/ air

6 limbah/ sanitasi unit Rp Rp Rp
Fasilitas air bersih/air .
7 minum unit Rp Rp Rp
Aset Tidak Berwujud .
8 (software/jaringan) unit Rp Rp Rp
Kemitraan kepada .
9 pihak ke-3 unit Rp Rp Rp
Fasilitas fisik .
10 infrastruktur lainnya unit Rp Rp Rp
I BELANJA
PEMELIHARAAN (16)
1 Gedung dan bangunan unit Rp Rp Rp
2 Jalan/ jembatan km Rp Rp Rp
3 Fasilitas pendidikan unit Rp Rp Rp
4 Fasilitas kesehatan unit Rp Rp Rp
Fasilitas irigasi/ air .
5 limbah/ sanitasi unit Rp Rp Rp
6 Fasilitas air bersih/air unit Rp Rp Rp
minum
Fasilitas fisik .
7 infrastruktur lainnya unit Rp Rp Rp
it BELANJA HIBAH (17)
1 Tanah m?2 Rp Rp Rp
2 | Gedung dan bangunan unit Rp Rp Rp
3 Jalan/ jembatan km Rp Rp Rp
4 Fasilitas pendidikan unit Rp Rp Rp
5 Fasilitas kesehatan unit Rp Rp Rp
Fasilitas irigasi/ air .
6 limbah/ sanitasi unit Rp Rp Rp
7 Fasilitas air bersih/air anit Rp Rp Rp
minum
Fasilitas fisik .
8 infrastruktur lainnya unit Rp Rp Rp
v BELANJA BANTUAN
SOSIAL (18)
1 Tanah m?2 Rp Rp Rp
2 | Gedung dan bangunan unit Rp Rp Rp
3 Jalan/ jembatan km Rp Rp Rp
4 Fasilitas pendidikan unit Rp Rp Rp
5 Fasilitas kesehatan unit Rp Rp Rp
Fasilitas irigasi/ air .
6 limbah/ sanitasi unit Rp Rp Rp
7 Fasilitas air bersih/air unit Rp Rp Rp
minum
Fasilitas fisik .
8 infrastruktur lainnya unit Rp Rp Rp
v BELANJA BANTUAN
KEUANGAN (19)
1 Tanah m2 Rp Rp Rp
2 | Gedung dan bangunan unit Rp Rp Rp
3 Jalan/ jembatan km Rp Rp Rp
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4 Fasilitas pendidikan unit Rp Rp Rp

5 Fasilitas kesehatan unit Rp Rp Rp
Fasilitas irigasi/ air .

6 limbah/ sanitasi unit Rp Rp Rp
Fasilitas air bersih/air .

7 rminum unit Rp Rp Rp
Fasili isik .

8 asilitas fisi unit Rp Rp Rp

infrastruktur lainnya
BELANJA GAJI GURU
VI | NON PNS/GURU
PPPK (20)

Jumlah Belanja Wajib yang
Bersumber dari DTU yang
ditetapkan sesuai arah
kebijakan penggunaan DTU
dalam UU mengenai APBN
tahun anggaran
berkenaan(21)
Persentase Belanja Wajib
yang Bersumber dari DTU
yang ditetapkan sesuai
arah kebijakan penggunaan
DTU dalam UU mengenai
APBN tahun anggaran
berkenaan(22)

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami bertanggung jawab
mutlak atas kebenaran dan kualitas laporan ini.

*) Coret yang tidak perlu
veeeeen.., tanggal ...

Gubernur/Bupati/Walikota ......

(tanda tangan asli dan cap dinas basah)

Nama Kepala Daerah

,
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PETUNJUK PENGISIAN

No. Uraian

(1) | Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan

(2) | Diisi Alokasi DAU sesuai Perpres Rincian APBN tahun anggaran
bersangkutan

(3) | Diisi Alokasi DBH sesuai Perpres Rincian APBN tahun anggaran
bersangkutan

(4) | Diisi dengan penjumlahan dari alokasi penerimaan DAU dan alokasi
penerimaan DBH (4) = (2) + (3)

(5) | Diisi Alokasi DBH earmarked sesuai Perpres Rincian APBN tahun anggaran
bersangkutan

(6) | Diisi dengan alokasi DAU dan DBH yang benar - benar dianggarkan untuk
Alokasi Dana Desa (ADD)

(7) | Diisi dengan penjumlahan dari alokasi penerimaan DBH yang bersifat
earmarked dan alokasi DAU dan DBH yang digunakan untuk Alokasi Dana
Desa (ADD) (7) = (5) + (6)

(8) | Diisi dengan penjumlahan dari alokasi penerimaan DAU dan alokasi
penerimaan DBH dikurangi dengan penjumlahan dari alokasi penerimaan
DBH yang bersifat earmarked dan alokasi DAU dan DBH yang digunakan
untuk Alokasi Dana Desa (ADD) (8) = (4) - (7)

(9) | Diisi dengan jenis akun atas jenis belanja untuk program pemulihan
ekonomi daerah yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan
pembangunan manusia

(10) | Diisi dengan nama untuk program pemulihan ekonomi daerah yang terkait
dengan pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia

(11) | Diisi target volume output yang akan dihasilkan

(12) | Diisi sumber pendanaan yang berasal dari DAU pada APBD/Perubahan
APBD

(13) | Diisi sumber pendanaan yang berasal dari DBH pada APBD/ Perubahan
APBD

(14) | Diisi dengan penjumlahan sumber pendanaan yang berasal dari DAU pada
APBD/ Perubahan APBD dan sumber pendanaan yang berasal dari DBH
pada APBD/ Perubahan APBD (14) = (12) + (13)

(15) | Diisi dengan belanja modal, berupa pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud
yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam
kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya dalam rangka
program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia

(16) | Diisi dengan belanja pemeliharaan, berupa pengeluaran yang
dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang
sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya
jumlah belanja dalam rangka program pemulihan ekonomi daerah dan
pembangunan manusia

(17) | Diisi dengan belanja hibah yang berupa pemberian uang/barang dari
pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya
dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang
terkait dengan pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia
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No. Uraian

(18) | Diisi dengan belanja bantuan sosial terkait program pemulihan ekonomi
daerah yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan
pembangunan manusia berupa pemberian uang/barang dari pemerintah
daerah yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
risiko sosial

(19) | Diisi dengan belanja bantuan keuangan yang sudah di-earmarked
penggunannya dalam rangka program pemulihan ekonomi daerah yang
terkait dengan pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia
(20) | Diisi dengan rencana belanja gaji guru non pegawai negeri sipil atau
dengan memperhatikan rencana pengangkatan guru Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bersumber dari DAU (jika ada)

(21) | Diisi dengan jumlah seluruh Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU yang
ditetapkan sesuai arah kebijakan penggunaan DTU dalam UU mengenai
APBN tahun anggaran berkenaan

(22) | Diisi dengan Persentase Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU yang
ditetapkan sesuai arah kebijakan penggunaan DTU dalam UU mengenai
APBN tahun anggaran berkenaan dibagi jumlah DTU yang diterima

(22) = (21) / (8)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Baglan %xﬁﬁ_trasr{iementenan

B/
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